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Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemberian uang maupun jasa guna
mempengaruhi pilihan pemilih pada kontestasi pemilihan Presiden dan Kepala
daerah yang terjadi pada saat Pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 2004
hingga sekarang. KPU sebagai badan penyelenggara pemilihan salah satunya
bertugas melaksanakan pemilihan dan memberikan program sosialisasi pendidikan
pemilih kepada masyarakat, serta BAWASLU sebagai badan pengawas yang
melakukan pengawasan partisipatif dan melakukan penindakan berperan penting
dalam penanggulangan praktek politik uang yang telah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Peran KPU dan
BAWASLU Kabupaten Blitar dalam menanggulangi politik uang oleh oknum
partai politik pada Pilkada 2024? 2) Peran KPU dan BAWASLU Kabupaten Blitar
dalam menanggulangi politik uang oleh oknum partai politik pada Pilkada 2024
ditinjau dari Hukum Positif?

Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan
jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Sedangkan Teknik Analisa data menggunakan reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Peran KPU Kabupaten Blitar
terhadap pencegahan politik uang pada Pilkada 2024 telah menyusun program
upaya pemahaman kepada masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi terkait
pendidikan pemilih, sedangkan untuk peran dari BAWASLU Kabupaten Blitar
yakni dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, dimana BAWASLU
memberikan sosialisasi pendidikan pemilih di berbagai segmen, dan melakukan
program pengawasan partisipatif. Namun KPU dan BAWASLU Kabupaten Blitar
dalam menanggulangi politik uang mengalami hambatan yaitu, oknum partai yang
melakukan aksi di lapangan dalam keadaan diam-diam, faktor ekonomi masyarakat
yang tergolong menengah kebawah mudah tergiur dengan pemberian uang,
pendapatan harian masyarakat yang tidak menentu, kualitas pengetahuan
masyarakat yang kurang komprehensif, sosialisasi kepada masyarakat belum bisa
menyeluruh dikarenakan tahapan pemilihan yang padat, dan mepet dengan Pemilu
2024, 2) Peran KPU sebagai badan penyelenggara dalam pencegahan praktek
politik uang sudah sesuai dengan pasal 12 huruf d dan huruf j Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan program-program yang telah sesuai

XV



dengan peraturan tersebut. Sedangkan Peran BAWASLU sebagai badan pengawas
pemilihan dalam pencegahan praktek politik uang yakni melalui program-program
yang sudah disusun, sesuai dengan pasal 93 huruf e UU nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilu, dan pasal 94 poin (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu.
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This research is motivated by the constraints in every presidential and
regional head election, namely the provision of money or services to influence voter
choices. This has been happening since the first elections held in 2004 until now.
The KPU as the organizing body is responsible for conducting elections and
providing voter education, while the BAWASLU as the supervising body plays an
important role in participatory oversight and enforcement in combating money
politics, which is regulated under Law Number 7 of 2017 concerning Elections.

The problem formulation in this research is: 1) The role of the KPU and
BAWASLU of Blitar Regency in tackling money politics by unscrupulous political
parties in the 2024 Pilkada? 2) The role of the KPU and BAWASLU of Blitar
Regency in tackling money politics by unscrupulous political parties in the 2024
Regional Elections in terms of Positive Law?

The research method used by the researcher is a qualitative method with the
type of field research. The data collection techniques used in this study include
observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis
techniques utilize data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of this research can be concluded that 1) The role of the Blitar
Regency KPU in preventing money politics in the 2024 Pilkada has been to develop
an understanding program for the community by carrying out outreach related to
voter education, while the role of BAWASLU Blitar Regency is to provide
understanding to the community, where BAWASLU provides voter education
outreach in various segments, and carries out participatory monitoring programs.
However, the KPU and BAWASLU of Blitar Regency in dealing with money
politics are experiencing obstacles, namely, party elements who carry out actions
in the field in secret, economic factors in the lower middle class are easily tempted
by giving money, people's daily income is uncertain, the quality of people's
knowledge is less comprehensive, socialization to the community cannot be
comprehensive due to the busy election stages, and the 2024 Election is tight. 2)
The role of the KPU as the organizing body in preventing the practice of money
politics is in accordance with article 12 letter d and letter j of Law Number 7 of
2017 concerning Elections with programs that are in accordance with these
regulations. Meanwhile, BAWASLU's role as an election supervisory body in
preventing the practice of money politics is through programs that have been
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prepared, in accordance with article 93 letter e of Law number 7 of 2017 concerning
Elections, and article 94 point (2) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections.
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